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1.                PENDIRIAN NO. 01 TANGGAL 08 
 JANUARI 2018 (NOTARIS FAUZAN RUDY, 
 SH.,M.Kn) 
 
2.                                 MENTERI HUKUM DAN 
 HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : 
 AHU-0001143.AH.01.07.TAHUN 2018 
 
KANTOR PUSAT BERKEDUDUKAN DI JAKARTA 

Akta 

Keputusan 

LEGALITAS 



 
 
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI, ADIL DAN MAKMUR 
SERTA TERCIPTANYA GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNANCE 
 
 
 
TURUT SERTA MENGAWASI KINERJA PEMERINTAHAN DEMI 
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DALAM SEGI 
LAYANAN MAUPUN INFORMASI 
 
TURUT SERTA MEBERIKAN SUMBANGSIH PEMIKIRAN & 
PENGAWASAN DEMI TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG 
BERINTEGRITAS & BERMORAL 
 
TURUT SERTA MENGAWASI PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA 
YANG BERIMPLIKASI TERHADAP TINDAKAN KORUPTIF & NEPOTISME 

Visi 

Misi 

VISI & MISI 



 
 
MENGABDIKAN DIRI KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA 
LUAS, YANG DIMANIFESTASIKAN DALAM BENTUK KEGIATAN EDUKATIF 
& KEGIATAN SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN MENINGKATKAN 
PENGETAHUAN & PERAN SERTA MASYARAKAT TENTANG PEMECAHAN 
MASALAH SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, DEMOKRASI, HUKUM & 
KEBANGSAAN DGN MENGEDEPANKAN RASA KESETIAKAWANAN YANG 
BERSIFAT TERBUKA TIDAK TERGANTUNG KPD PEMERINTAH 
(INDEPENDEN) SERTA TIDAK MEMILIKI IKATAN STRUKTURAL DENGAN 
ORGANISASI SOSIAL YANG TIDAK MEMILIKI SIMBOL-SIMBOL 
KEAGAMAAN TERTENTU & PARTAI POLITIK MANAPUN 

Maksud 

MAKSUD & TUJUAN 



 
 
MENUMBUH-KEMBANGKAN SUMBER DAYA & POTENSI MASYARAKAT 
DALAM BERPERAN AKTIF BERPARTISIPASI UNTUK NEGARA & BANGSA 
AGAR MAMPU MENJAWAB TANTANGAN PERSAINGAN GLOBAL, 
DAPAT BERPERAN AKTIF DENGAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT & 
PEMERINTAH SKALIGUS SEBAGAI STAKE HOLDER PEMBANGUNAN 
NEGARA & BANGSA, MENYUSUN JARINGAN ANTAR PELAKU EKONOMI 
DAN POLITIKJ SERTA MEMBANTU MEMBANGUN KEKUATAN UTAMA 
PEMBANGUNAN NEGARA & BANGSA DALAM RANGKA MEMPERCEPAT 
PROSES TERCAPAINYA TUJUAN NASIONAL YAITU TERWUJUDNYA 
MASYARAKAT INDONESIA YANG AMAN, TENTRAM, DAMAI, ADIL & 
SEJAHTERA 

Tujuan 

MAKSUD & TUJUAN 



WADAH PERHIMPUNAN INTELEKTUAL & MASYARAKAT YANG PEDULI 
SERTA INGIN MEMBERIKAN KONTRIBUSI (+) & KONSTRUKTIF UNTUK 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK 

ADIL & BIJAKSANA 

KEADILAN DALAM 
KEMAKMURAN 

KEMAKMURAN DALAM 
KEADILAN 

SEJAHTERA BAGI SELURUH WARGA NEGARA RI 

SIFAT 

Independen – Terbuka – Gotong Royong 



1.  
  
  

 MEMBANTU MASYARAKAT DALAM HAL SOSIALISASI HAL2 YANG 
 BERKAITAN DENGAN HUKUM & DEMOKRASI, SERTA MASALAH-MASALAH 
 LAIN YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM & DEMOKRASI 
 
 
 MEMBANTU MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDAMPINGAN/ADVOKASI 
 BANTUAN HUKUM 
 
  
 MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PENEGAKKAN HUKUM BAIK 
 SECARA PREVENTIF MAUPUN REPRESIF DENGAN MENJALIN KERJASAMA 
 DENGAN LEMBAGA PERADILAN, KEJAKSAAN DAN POLRI 
 

Bidang Hukum & Demokrasi 

ARAH 



  
  

 MELAKSANAKAN PEMANTAUAN SECARA CERMAT, SEKSAMA & TELITI 
 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JAJARAN PEJABAT 
 APARATUR SIPIL NEGARA & STAF YG BERTUGAS PADA INSTANSI 
 PEMERINTAHAN,  BUMN, BUMD, LEMBAGA PERBANKAN, KEJAKSAAN, 
 POLRI, TNI, BADAN PERADILAN UMUM, BADAN PERADILAN AGAMA, 
 BADAN PERADILAN MILITER, BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DLL 
 YANG DIBIAYAI PEMERINTAH RI DENGAN BERKOORDINASI DENGAN BADAN 
 LEGISLATIF DAERAH 
 
 MEMBANTU PELAYANAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN OLEH 
 SELURUH INSTANSI PEMERINTAHAN 
  
 MEMBANTU MENGAWASI PENGGUNAAN PINJAMAN BANTUAN LUAR 
 NEGERI OLEH INSTANSI PEMERINTAH & SWASTA TERKAIT PENGUNAAN 
 DANA APBN & ABPD UNTUK PELAKSANAAN PROYEK LAPANGAN BAIK 
 FISIK/NON FISIK 

ARAH 



 MEMBENTUK LEMBAGA KAJIAN HUKUM DAN ADVOKASI INDONESIA/ 
 LKHAI (SESUAI AMANAT DIDALAM AKTA PENDIRIAN LPKAN  INDONESIA) 
 YANG MENJADI ORGANISASI SAYAP LPKAN 
 

ARAH 



2.  
 
 BERPERAN SERTA AKTIF DALAM KEGIATAN BANTUAN SOSIAL BAIK FISIK/NON FISIK 
 MENYEBARKAN DAN MENERBITKAN MEDIA INFO BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN 
 HASIL2 PEMBANGUNAN 
 

3.  
  

 MENGUPAYAKAN ADANYA TEMPAT DIKLAT BERBAGAI PENGETAHUAN & 
 KETERAMPILAN, DGN MENYUSUN SYLABUS DIKLAT, DLL YANG BERTUJUAN 
 MENAMBAH KECERDASAN SUMBER DAYA MANUSIA 
 

 MENYELENGGARAKAN SEMINAR, LOKAKARYA, PENELITIAN, STUDI KEBIJAKAN 
 PEMBANGUNAN & KAJIAN TERHADAP MASALAH HAM, DEMOKRASI, 
 PENDIDIKAN, LINGKUNGAN HIDUP, KEPENDUDUKAN, BUDAYA, AGAMA, 
 SOSIAL, EKONOMI, HUKUM, & KEWIRAUSAHAAN, MODEL2 PEMBANGUNAN 
 EKONOMI PROSPEKTIF 
 

 BERPARTISIPASI & PROAKTIF DALAM MENGIKUTI SEGALA DINAMIKA & 
 PERKEMBANGAN YANG TERJADI DI TINGKAT NASIONAL, REGIONAL DAN 
 INTERNASIONAL SERTA MENGGGALANG KERJASAMA SALING 
 MENGUNTUNGKAN DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN YANG DINAMIS 
 DENGAN MASYARAKAT DUNIA LAINNYA 

Bidang Sosial 

Bidang Pengembangan SDM 

ARAH 



4.  
 
 
 
 MEMBERIKAN JASA KONSULTASI & BANTUAN TEKNIS PENDAMPINGAN 
 MELIPUTI MANAGEMENT USAHA, MARKETING, DISTRIBUSI, PRODUKSI, 
 MANAGEMENT KEUANGAN & AKSES PERMODALAN 
 
 MELAKUKAN KERJASAMA YG SALING MENGUNTUNGKAN DGN PEMERINTAH, 
 FUNDING AGENCY, LSM, PERORANGAN & BADAN USAHA ATAU PIHAK LAIN 
 YANG MEMPERKUAT KINERJA MASING2 
 
5. BIDANG MEDIA TEKNOLOGI & INFORMASI 
6. BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 
7. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
8. BIDANG KELAUTAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN 
9. BIDANG KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 
10. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
11. BIDANG ROHANI, MENTAL DAN SPIRITUAL 
12. BIDANG ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN KEMARITIMAN 

Bidang Kemitra Usahaan/Pemberdayaan  

Ekonomi Kerakyatan & Ekonomi Kreatif 

ARAH 



1. BERAZASKAN 
 
2. LANDASAN KONSTITUSIONAL 
 A. UUD 1945 
 B. UU NO 28 TH. 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN 
  NEGARA YANG BERSIH & BEBAS KKN 
  C. UU NO 31 TH. 1999 TENTANG TIPIKOR 
 D. UU NO 68 TH. 1999 TENTANG TATA CARA   
  PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 
  PENYELENGARAAN NEGARA 
 E. UU NO 22 TH. 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 
 F. UU NO 14 TH. 2008 TENTANG KETERBUKAAN PUBLIK 
 G. UU NO 1 TH. 2013 TENTANG ORGANISASI MASSA 
 
3. LANDASAN OPERASIONAL : BERDEMOKRASI YANG 
 BERKEADILAN 
 

Pancasila 

AZAS DAN LANDASAN 



LPKAN ADALAH                        DENGAN CIRI KHAS SBB : 
 
1. BERPARTISIPASI AKTIF KEPADA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF 
2. IKUT SERTA DALAM KEGIATAN PEMERINTAH (MENGHADIRI MUSYAWARAH 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, MENGIKUTI DISKUSI PUBLIK TENTANG 
UNDANG UNDANG, SEMINAR, PELATIHAN DLL 

3. MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM (DEMONSTRASI, UNJUK RASA, 
PENYAMPAIAN ASPIRASI) SESUAI UU. N0. 9 /1998 

4. MELAPORKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BURUK, DAPAT MELALUI LEMBAGA 
PENGAWASAN YANG DI RESMIKAN / DI SAH OLEH PEMERINTAH 

5. MEMPEROLEH INFO YG BERSIFAT PUBLIK (PS. 28F UU NO 14/2008) 
6. BERPARTISIPASI AKTIF DLM MEMBANGUN MORAL & MENTAL BANGSA 

MELALUI KEGIATAN POLITIK,  EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA YANG 
BERKARAKTER KEINDONESIAAN 

7. MENJADI BAGIAN PEMERINTAH DALAM IKUT SERTA MENSUKSESKAN 
PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN PRINSIP PELAYANAN, 
KEPELOPORAN DAN PRINSIP2 KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN BAIK DI 
TINGKAT NASIONAL MAUPUN REGIONAL 

LSM 

CIRI - CIRI 



DEWAN PENASIHAT 

DEWAN PAKAR 

DPD 

DPC DPC DPC DPC DPC DPC 

DPD 

DPC DPC DPC 

INSTANSI PEMERINTAH 

DEWAN PEMBINA 

GARIS KOORDINASI 

GARIS KOMANDO 

SEKJEN BENDUM 

BIDANG BIDANG 

WAKETUM DPP 

KETUM  DPP 

LKHAI 

BAGAN ORGANISASI LPKAN 

DPD 



 
 
LAKSAMANA TNI (PURN) TEDJO EDHY PURDIJATNO, SH. 
LETJEND TNI (PURN) YAYAT SUDRAJAT 
IRJEN POL (PURN) WISJNU AMAT SASTRO, SH., MH. 
MAYJEN TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO, SH. 
BRIGJEN POL (PURN) SETIADI PRIYO LEKSONO, SH., MH. 
BRIGJEN POL (PURN) ERLANGGA SULTAN LUBIS 
BRIGJEN TNI (PURN) AMIRUDDIN HARUN 
BRIGJEN TNI (PURN) H. SOEBAGIJO, SH., M.Hum 
 
 

Dewan Penasihat 

STRUKTUR ORGANISASI DPP 



 
ANTASARI AZHAR, SH., MH. 
WIBISONO, SH., MH. 
KOMBES POL (PURN) CONNY TRIRESTIYOKO, SH., M.Hum. 
H. JOSE RIZAL, MBA. 
Ir. ASKAN NAIM 
H. LUTFIL HAKIM 
DODDY TOISUTA, SE. 
Ir. ARMAN PANJAITAN, MBA. 
HERRY ARJUNA, SH., MH. 
H. LILIK INDRIANTO, SE. 
 

Dewan Pembina 

STRUKTUR ORGANISASI DPP 



LETJEN TNI (PURN) PROF. Dr. SYARIFUDIN TIPPE, S.IP.M.Si. 
Dr. H. ADI SUPARTO, M.Pd. 
Ir. RIAD HOREM, Dipl., HE. 
Ir. MUHAMMAD DIEN 
HARTADI HENDRA LESMANA, SH., MH. 
MUHAMMAD ALYAS, SH., MH. 
PROF. SUGENG TJAHYONO, ST., SH., MM., Ph.D. Dr. 
M. ARIFIN HIDAYAT 
Ir. TAQDIR AL MUSHAWIR 
Dr. Hj. SITI MARWIYAH, SH., MH. 
H. MUHAMMAD SUNAR, ST 
H. MAUDUDI QUTB, ST. 
H. ALI YUSUF, SH., MH. 

Dewan Pakar 

STRUKTUR ORGANISASI DPP 



KETUA UMUM  R. MOHAMMAD ALI  
 
KETUA I   ABDUL RASYID, S.Ag. 
KETUA II   AKHMAD JUNAIDI, S.Sos., SH., MH. 
KETUA III   ELFIN ADJI NASUTION 
KETUA IV   H. MUHAMMAD GASMAN GAZALI, SH 
KETUA V   SUGIHARTO, SE., M.Si 
KETUA VI   Drs. Ec. H.M. IDRIS THALIB 
KETUA VII    GIRI BAYU KUSUMAH, SE. 
KETUA VIII   EFFY ERRAWARNY NASUTION, SH.,M. 
    Hum.   
 

Dewan Pengurus Harian 

STRUKTUR ORGANISASI DPP 



SEKRETARIS JENDERAL H. ACHMAD SIDQUS SYAHDI, SE 
 
SEKRETARIS I   QOMARUZZAMAN, SE. 
SEKRETARIS II   HUSIN HASAN ALI SALIM, SE. 
SEKRETARIS III   BACHRUM ACHMAD 
SEKRETARIS IV   ACIP WIDIARYO 
SEKRETARIS V   H. ZUMAN MALAKA, SH., S.Hi.,S.Pd.i., 
    MH.,M.Pd.i.,CPL. 
SEKRETARIS VI   Ir. HUSEIN IMRAN, MBA. 
SEKRETARIS VII  A. HAFID HASYIM 
SEKRETARIS VIII  Ir. ANDIRA REOPUTRA, Dipl., MAURP. 

STRUKTUR ORGANISASI DPP 

Sekretaris 



BENDAHARA UMUM  H. BUKHORI MUSLIM, SH., ST. 
 
BENDAHARA I   FARID FATHUR FAHRUDIN 
BENDAHARA II  H. MUHAMMAD LUTHFI 
BENDAHARA III  YANCE RORIMPANDEY 
BENDAHARA IV  Ing. MAKSHAL FARAY KUDDAH, ST., B.BE. 
BENDAHARA V  H. FAUZI MAHENDRA 
BENDAHARA VI  NURENDRA BAGAS PRAKOSO, S.Ak. 
BENDAHARA VII  ANDRIJANI SULISTIOWATI, SH.,MH 
BENDAHARA VIII  YOYON SUDIONO, SE.,ST 
 
 
 
 
 
 
 

STRUKTUR ORGANISASI DPP 

Bendahara 



BIDANG HUKUM/HAM DAN DEMOKRASI 
KETUA    PANJI AGUS PRABOWO, SH.,MH. 
SEKRETARIS   ARCO UJUNG, SH 
ANGGOTA   NICHO HEZRON, SH.,MBA.,MH 
 
BIDANG ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN KEMARITIMAN 
KETUA    Ir. ANTRI PILANTONO  
SEKRETARIS   IBNU RUSYDI SAHARA, SH. 
 
BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN 
KETUA    H. SAFRUDDIN 
SEKRETARIS   HAFID HAMSAH, SE., MM. 
ANGGOTA   AGUS MUJI W. 
 
BIDANG KEMITRA-USAHAAN/PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DAN 
EKONOMI KREATIF 
KETUA    dr. SUKMA SAHADEWA, SH.,MH., M.Sos.,M.Kes., 
    CLA 
SEKRETARIS   Ir. BRAM ALAMSYAH 
ANGGOTA   ROJAUL HUDA, SH. 
 
 
 
 
 

STRUKTUR ORGANISASI DPP 



BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KETUA    ARIROH REZEKI MATANARI 
SEKRETARIS   CALE YATRI KARTIKA, S.Pd. 
ANGGOTA   AMELIA AZMI SITORUS, S.Pd. 
 

BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 
KETUA    Ir. HENDRI ASNA ABUBAKAR 
SEKRETARIS   Ns. Hj. ADI SUTRISNI, Amd.Keb.S.Kep.,MM., 
    M.Kes. 
ANGGOTA   AHMAD JEFRYANSYACH 
 

BIDANG KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 
KETUA    MUHAMMAD 
SEKRETARIS   H. MUKHLIS YULIANTO 
ANGGOTA   FARID EFENDI, ST. 
 

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
KETUA    H. MACHFUD 
SEKRETARIS   WAHYUDI, SH 
ANGGOTA   ABDULLOH HILMI, SE. 
 
 
   

STRUKTUR ORGANISASI DPP 



BIDANG KEPEMUDAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 
KETUA    AGUSTI WIRAWAN 
SEKRETARIS   MUHAMMAD SYARIFUDIN ABDILLAH, SH. 
ANGGOTA   AGUS SALIM 
 
BIDANG KEROHANIAN, MENTAL DAN SPIRITUAL 
KETUA    HABIB TOHA BIN ALI ASSEGAF 
SEKRETARIS   HABIB HADI ASSERY 
ANGGOTA   FAHRUDIN DJAMAL BANDERA, LC., Mpd. 
 
BIDANG SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
KETUA    DEDY HARIYADI SAHRUL, SH 
SEKRETARIS   M. SOLEH 
ANGGOTA   YODIKA, S.Pd. 
 
BIDANG MEDIA TEKHNOLOGI DAN INFORMASI 
KETUA    HAYA WAKANO 
SEKRETARIS   BACHTIAR UTOMO 
ANGGOTA   ARA ARANDA, S.Kom  

STRUKTUR ORGANISASI DPP 



 
 
1. BERTAQWA KEPADA ALLAH SWT. - TUHAN YANG MAHA ESA, 
 SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG 
 BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 
 1945. 
 
2. MENJUNJUNG TINGGI KEDAULATAN DAN KEHORMATAN 
 BANGSA DAN NEGARA, MEMEGANG TEGUH CITA-CITA 
 PROKLAMASI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 
3. MENJAGA PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN BANGSA 
 INDONESIA DALAM KEBHINEKAAN, PEDULI TERHADAP NASIB 
 UMAT MANUSIA TANPA MEMBEDAKAN SUKU, AGAMA, RAS 
 DAN GOLONGAN. 

PANCA PRASETYA LPKAN INDONESIA 



 
 
4. DISIPLIN DALAM MENEGAKKAN NILAI-NILAI KEJUJURAN, 
 KEBENARAN, KEADILAN DAN DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN 
 BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK MEMBANGUN JIWA 
 DAN RAGA REPUBLIK INDONESIA 
 
5. BERSEDIA DAN SANGGUP MENGORBANKAN SELURUH JIWA 
 DAN RAGA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG 
 JAWAB LEMBAGA PENGAWAS KINERJA APARATUR NEGARA 
 (LPKAN) INDONESIA, TAAT DAN PATUH PADA PIMPINAN SERTA 
 SENANTIASA MENJAGA NAMA BAIK DAN KEHORMATAN 
 ORGANISASI. 

PANCA PRASETYA LPKAN INDONESIA 



DIREKTUR 
EKSEKUTIF 

WK. DIR. 
EKSEKUTIF 

DIRLITBANG BENDUM DIR. P’ABDIAN 
HUKUM & 

MASY 

DIR. 
PENANGANAN 

PERKARA 

SEKUM DIROPS 

KABID HUMAS KABID 
SOSIALISASI & 
P’BERDAYAAN 

HUKUM & 
MASY 

KABID 
LITIGASI 

KABID NON - 
LITIGASI 

BAGAN ORGANISASI LKHAI 



 
 
 
 
LAKSAMANA TNI (PURN) TEDJO EDHY PURDIJATNO, SH. 
LETJEN TNI (PURN) YAYAT SUDRAJAT 
LETJEN TNI (PURN) PROF. Dr. SYARIFUDIN TIPPE, S.IP., M.Si. 
IRJEN POL (PURN) WISJNU AMAT SASTRO, SH., MH. 
MAYJEND TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO, SH. 
BRIGJEN POL (PURN) SETIADI PRIYO LEKSONO, SH., MH. 
BRIGJEN POL (PURN) ERLANGGA SULTAN LUBIS 
BRIGJEN TNI (PURN) AMIRUDDIN HARUN 
BRIGJEN TNI (PURN) H. SOEBAGIJO, SH., M.Hum. 
KOMBES POL (PURN) CONNY TRIRESTIYOKO, SH., M.Hum 

STRUKTUR ORGANISASI LKHAI 

Dewan Penasehat 



 
 
 
 
ANTASARI AZHAR, SH., MH. 
WIBISONO, SH., MH. 
Ir. RIAD HOREM, Dipl. HE. 
MUHAMMAD ALYAS, SH., MH. 
Dr. Hj. SITI MARWIYAH, SH., MH. 
H. ZUMAN MALAKA, SH., S.Hi., S.Pd.i., MH., M.Pd.i., CPL. 
HERRY ARJUNA, SH., MH. 
H. LUTHFIL HAKIM 
DODDY TOISUTA, SE. 
Ir. ARMAN PANJAITAN, MBA. 

STRUKTUR ORGANISASI LKHAI 

Dewan Pakar 



 
 
DIREKTUR EKSEKUTIF   HARTADI HENDRA LESMANA, SH.,M.Hum. 
WAKIL DIREKTUR EKSEKUTIF  PANJI AGUS PRABOWO, SH.MH. 
 
DIREKTUR OPERASIONAL   ARCO UJUNG, SH. 
WAKIL DIREKTUR OPERASIONAL  H.M. GASMAN GHAZALI,SH.,MH.  
      
DIREKTUR PENELITIAN & PENGEMBANGAN MAHADITA GINTING, SH. 
WAKIL DIREKTUR LITBANG   ANDRIJANI SULISTIOWATI, SH., MH. 
 
DIREKTUR PENANGANAN PERKARA  GUNTUR PERDAMAIAN, SH. 
WAKIL DIREKTUR PENANGANAN  PERKARA RUSDIANTO, SH. 
     KABID LITIGASI    GALA ADI PRASETIO, SH. 
     KABID NON-LITIGASI   GUNTUR SIBUEA KEPALA, SH. 
 
DIR. PENGABDIAN HUKUM & MASYARAKAT DIMAS ARIBOWO, SH. 
     KABID SOSIALISASI & PEMBERDAYAAN  
     HUKUM MASYARAKAT   PRASETYA, SH. 
     KABID HUMAS    YOYO TURMONO, SH. 
 
SEKRETARIS UMUM   FERNANDO I. KUDADIRI, SH. 
BENDAHARA UMUM   DIDIK YULIANTO, SH. 
      
 
 

STRUKTUR ORGANISASI LKHAI 



 
 
1. MEMBANTU MASYARAKAT DALAM HAL SOSIALISASI 
 MENGENAI SEGALA HAL  TERKAIT HUKUM DAN 
 DEMOKRASI SERTA MASALAH-MASALAH LAIN YANG 
 BERKAITAN DENGAN HUKUM DAN DEMOKRASI. 
 
2. MEMBANTU MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDAMPINGAN/ 
 ADVOKASI BANTUAN HUKUM 
 
3. MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PENEGAKKAN 
 SUPREMASI HUKUM  BAIK SECARA PREVENTIF MAUPUN 
 REPRESIF DENGAN JALIN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA 
 YUDIKATIF DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM SEPERTI 
 PERADILAN, KEJAKSAAN  MAUPUN KEPOLISIAN. 

TUPOKSI LKHAI 



 
 
4. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN SECARA CERMAT, SEKSAMA 
 DAN TELITI TENTANG  PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN 
 FUNGSI SELURUH PEJABAT NEGERI SIPIL/ASN MAUPUN STAF 
 TERKAIT YANG BERTUGAS PADA SELURUH INSTANSI 
 PEMERINTAH, BUMN, BUMD, LEMBAGA PERBANKAN, 
 KEJAKSAAN, KEPOLISIAN, TNI, SELURUH  LEMBAGA 
 PERADILAN SERTA LEMBAGA/BADAN LAINNYA YANG DIBIAYAI 
 OLEH  PEMERINTAH/NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA 
 MENGESAMPINGKAN KETAATAN, DISIPLIN SERTA PENGABDIAN 
 PADA NEGARA & BANGSA DENGAN  BERKOORDINASI BADAN 
 LEGISLATIF DAERAH YANG BERSANGKUTAN. 

TUPOKSI LKHAI 



 
 
5. MEMBANTU PELAYANAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN 
 OLEH SELURUH INSTANSI PEMERINTAH/NRI 
 
6. MEMBANTU PENGAWASAN PENGGUNAAN PINJAMAN 
 BANTUAN DALAM DAN LUAR NEGERI OLEH INSTANSI 
 PEMERINTAH/NEGARA DAN SWASTA SERTA PENGAWASAN 
 TERKAIT PENGGUNAAN DANA APBN DAN ATAU APBD DLM 
 HAL PELAKSANAAN PROYEK BAIK FISIK MAUPUN NON FISIK
  

TUPOKSI LKHAI 



1. RAKERNAS DPP LPKAN INDONESIA  
 
 13 – 14 NOVEMBER 2018 DI NARITA HOTEL SURABAYA 
 TEMA : “MEMBANGUN BANGSA YANG BERMARTABAT & CINTA TANAH AIR 
 DALAM RANGKA MEMPERKUAT NASIONALISME” 
  
 DENGAN KEGIATAN2 SBB : 
 
 A. DIKLAT KEPEMIMPINAN DALAM RANGKA BELA NEGARA  
  MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN 
  TEMA : “OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KINERJA 
   APARATUR NEGARA” 
 
 B. BHAKTI SOSIAL 
  DONOR DARAH, TES KESEHATAN MATA, TES KESEHATAN GIGI DAN 
  IMUNISASI 
 
 C. PASAR RAKYAT 

PROGRAM KERJA LPKAN 



2. SEMINAR TENTANG ANTI KORUPSI 
  
 DESEMBER 2018 
 HOTEL NARITA SURABAYA 

 
3. E-PROCUREMENT, SISTEM PENGADAAN BARANG & JASA YANG 
 RENTAN KORUPSI 
 
 JANUARI 2019 

 TEMPAT MENYUSUL 
 

4. SEMINAR DANA DESA : BERKAH ATAU PETAKA 
  
 MARET 2019 

 TEMPAT MENYUSUL 

PROGRAM KERJA LPKAN 



5. SEMINAR TENTANG SERTIFIKAT GANDA : BUKTI ADANYA 
 PENIPUAN TERORGANISIR 
  
 MEI 2019 
  

6. SEMINAR TENTANG TARUNG BEBAS : PASAR TRADISIONAL VS 
 PASAR MODERN 
 
 JULI 2019 

  

7. SEMINAR TENTANG LEMAHNYA SISTEM KEAMANAN DAN 
 PENGAWASAN WNA DI INDONESIA 
  
 AGUSTUS 2019 

PROGRAM KERJA LPKAN 



8. SEMINAR TENTANG PEMERINTAH LALAI DALAM SISTEM 
 PERIJINAN TAMBANG 
  
 SEPTEMBER 2019 
  

9. SEMINAR TENTANG MASIH BANYAK PERIJINAN YANG TIDAK 
 DIKANTONGI PARA PENGUSAHA HOTEL, MALL, TEMPAT 
 KARAOKE DAN CAFE SERTA DESTINASI WISATA 
 
 NOVEMBER 2019 

  

10. SEMINAR TENTANG ANTI KORUPSI 
  
 JANUARI 2020 

PROGRAM KERJA LPKAN 



MAMPU MEMBERIKAN SOLUSI PERMASALAHAN POKOK PELAYANAN 
PUBLIK YANG PADA DASARNYA BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN 

KUALITAS PELAYANAN ITU SENDIRI MULAI DARI POLA 
PENYELENGGARAAN, DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN 

KELEMBAGAAN SEHINGGA MAKIN MEMPERSEMPIT RUANG PRAKTEK 
BAGI : 

!!!!KKN!!!! 
 

MAMPU BERPERAN AKTIF DALAM MEMELIHARA & MENCIPTAKAN 
SUASANA KONDUSIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN 
BUKAN SEBALIKNYA, JUSTRU MENJADIKAN KEADAAN SEMAKIN 

KACAU DENGAN ISU-ISU PALSU YANG MERESAHKAN MASYARAKAT 
 

LPKAN HARUS BEDA!!!!!!!!!!!!!! 
 

HARAPAN 



KENALI DAN PELAJARI LEBIH DALAM TENTANG KAMI  
DAN LAPORKAN SEGALA PELANGGARAN ATAU KETIDAK SESUAIAN 

KINERJA APARATUR NEGARA KE : 

www.lpkanindonesia.com 
 
 
 

DAN IKUTI PERKEMBANGAN KINERJA KAMI DI MEDIA ONLINE 
 

LPKANNEWS.COM 
 

Follow         @dpplpkanindonesia 

MEDIA SOSIAL LPKAN 



ALAMAT SEKRETARIAT DPP : 
JL. WIRAJATI V BLOK U NO. 7 KOMPLEKS TNI AU WARINGIN PERMAI 

JATIWARINGIN, JAKARTA TIMUR 
GRIYA AYUDA LT. 3 JL. RADEN SALEH 9B KENARI, SENEN, JAKARTA 

10430 
EMAIL : lpkanindonesiasatu@gmail.com 

ALAMAT SEKRETARIAT DPD : 
JAWA TIMUR 

Jl. Gunung Sari Indah Blok FF-48, Surabaya 
JAWA TENGAH 

Jl. Setia Budi 208 Banyumanik, Semarang 
SUMATERA UTARA 

Jl. Tennis No. 06 Kel. Pasar Merah Barat, Kota Medan 
JAWA BARAT 

Jl. Asmarandana No. 15 Turangga, Bandung 
 

SEKRETARIAT LPKAN 



NUSA TENGGARA BARAT 
Jl. Pramuka No. 2B Gomong Mataram, NTB 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
Kadirojo II, RT.06/01, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogya 

KALIMANTAN BARAT 
Jl. Putri Daranate No. 10 Pontianak, Kalimantan Barat 

SULAWESI BARAT 
Komplek Perum. BTN Bumi Rezkita Blok B.1 No. 1 Ugi Baru Kec. 

Mapili, Kab. Polewalimandar, Sulawesi Barat 
BENGKULU 

Perum Pepabri Blok B4 No. 17 Kel. Linkar Barat Kec. Gading Cempaka, 
Bengkulu 

JAMBI 
Jl. Sukarno Hatta No. 17 Kota Jambi 

 

SEKRETARIAT LPKAN 



DEWAN PIMPINAN PUSAT 
LEMBAGA PENGAWAS KINERJA APARATUR NEGARA 

INDONESIA 

PATAKA DPP LPKAN INDONESIA 

DPP LPKAN INDONESIA 

120 CM 

9
0

 C
M

 
RUMBAI EMAS 



LEMBAGA PENGAWAS KINERJA APARATUR NEGARA 
INDONESIA 

DPD PROVINSI JAWA TIMUR 

PATAKA DPD LPKAN (CONTOH) 

LPKAN INDONESIA 
DPD PROVINSI JAWA TIMUR  

120 CM 

9
0

 C
M

 
RUMBAI EMAS 



DEWAN PIMPINAN PUSAT 
LPKAN INDONESIA 

 

DEWAN PIMPINAN DAERAH 
LPKAN INDONESIA 
PROVINSI JATIM  

DEWAN PIMPINAN CABANG 
LPKAN INDONESIA 

KABUPATEN MOJOKERTO 

UNIFORM KEBANGGAAN 



DOKUMENTASI 

PERTEMUAN KETUA UMUM LPKAN INDONESIA R. MOHAMMAD ALI  
DENGAN LAKSAMANA TNI (PURN) TEDJO EDHY PURDIJANTO, SH. DI JAKARTA 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN BAJU LPKAN INDONESIA OLEH KETUA UMUM LPKAN INDONESIA           
R. MOHAMMAD ALI KEPADA LAKSAMANA TNI (PURN) TEDJO EDHY PURDIJANTO, SH  

DI JAKARTA 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI DEWAN 
PENASEHAT LPKAN INDONESIA OLEH LAKSAMANA TNI (PURN) TEDJO EDHY PURDIJANTO, SH. 
KEPADA KETUA UMUM LPKAN INDONESIA R. MOHAMMAD ALI DIJAKARTA DIDAMPINGI OLEH 

DEWAN PENASEHAT LPKAN INDONESIA IRJEN POL (PURN) WISJNU AMAT SASTRO, SH., MH. 
DAN BRIGJEN POL (PURN) SETIADI PRIYO LEKSONO, SH., MH. 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI DEWAN PENASEHAT LPKAN 
INDONESIA OLEH LAKSAMANA TNI (PURN) TEDJO EDHY PURDIJANTO, SH. KEPADA KETUA 

UMUM LPKAN INDONESIA R. MOHAMMAD ALI DIJAKARTA 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN  SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  DARI KETUA UMUM LPKAN INDONESIA  
R. MOHAMMAD ALI 

KEPADA 
LETJEN TNI (PURN) PROF. SYARIFUDDIN TIPPE, S.IP., M.Si 

SELAKU KETUA DEWAN PAKAR LPKAN INDONESIA  



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN  SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DARI  
LETJEN TNI (PURN) PROF. SYARIFUDDIN TIPPE, S.IP., M.Si  

SELAKU KETUA DEWAN PAKAR LPKAN INDONESIA  
KEPADA 

KETUA UMUM LPKAN INDONESIA R. MOHAMMAD ALI 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KETUA DEWAN PAKAR LPKAN INDONESIA  
LETJEN TNI (PROF. SYARIFUDDIN TIPPE, S.IP., M.Si  

KEPADA  
KETUA UMUM LPKAN INDONESIA R. MOHAMMAD ALI 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN  SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
SELAKU KETUA DEWAN PAKAR LPKAN INDONESIA DARI  
LETJEN TNI (PURN) PROF. SYARIFUDDIN TIPPE, S.IP., M.Si 

KEPADA 
KETUA UMUM LPKAN INDONESIA R. MOHAMMAD ALI 



DOKUMENTASI 

SAMBUTAN LETJEN TNI (PURN) PROF. SYARIFUDDIN TIPPE, S.IP., M.Si (KETUA DEWAN PAKAR 
LPKAN INDONESIA DAN MANTAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN DI BOGOR JAWA 

BARAT) PADA ACARA RAPIMNAS LPKAN DI BEST WESTERN PREMIER THE HIVE – JAKARTA 
SELASA – RABU, 25 – 26 SEPTEMBER 2018 



DOKUMENTASI 

FOTO BERSAMA KETUA DEWAN PEMBINA LPKAN INDONESIA ANTASARI AZHAR, SH.,MH.  
DAN KETUA UMUM LPKAN INDONESIA R. MOHAMMAD ALI 



DOKUMENTASI 

PERTEMUAN DAN PENYERAHAN PROFIL LPKAN INDONESIA KEPADA KETUA DEWAN PEMBINA 
LPKAN INDONESIA DAN MANTAN KETUA KPK ANTASARI AZHAR, SH.,MH  

DENGAN PARA DEWAN PENGURUS HARIAN LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 

PERTEMUAN DAN PENYERAHAN PROFIL LPKAN INDONESIA KEPADA KETUA DEWAN PEMBINA 
LPKAN INDONESIA DAN MANTAN KETUA KPK ANTASARI AZHAR, SH.,MH  

DENGAN PARA DEWAN PENGURUS HARIAN LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN BUKU TESTIMONI ANTASARI AZHAR DARI KETUA DEWAN PEMBIONA LPKAN 
INDONESIA ANTASARI AZHAR, SH., MH. KEPADA  KETUA UMUM LPKAN INDONESIA           

R. MOHAMMAD ALI  



DOKUMENTASI 

FOTO BERSAMA KETUA DEWAN PEMBINA LPKAN INDONESIA ANTASARI AZHAR, SH.,MH.  
KETUA UMUM R. MOHAMMAD ALI DAN PENGURUS HARIAN LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 

FOTO BERSAMA KETUA DEWAN PEMBINA LPKAN INDONESIA ANTASARI AZHAR, SH.,MH.  
KETUA UMUM R. MOHAMMAD ALI DAN PENGURUS HARIAN LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN TAKJIL DI MASJID AGUNG SURABAYA OLEH LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN TAKJIL DI MASJID AGUNG SURABAYA OLEH LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 

PEMBERIAN BANTUAN DI PANTI ASUHAN KETINTANG SURABAYA 



DOKUMENTASI 

PEMBAGIAN TAKJIL RAMADHAN TAHUN 2018 DI MASJID KH. ALI MAS’UD SIDOARJO 



DOKUMENTASI 

PEMBERIAN BANTUAN UNTUK KORBAN GEMPA BUMI DINUSA TENGGARA BARAT 



DOKUMENTASI 

PEMBERIAN BANTUAN UNTUK KORBAN GEMPA BUMI DINUSA TENGGARA BARAT 



DOKUMENTASI 

PEMBERIAN BANTUAN UNTUK KORBAN GEMPA BUMI DINUSA TENGGARA BARAT 



DOKUMENTASI 



DOKUMENTASI 

JAJARAN PENGURUS DPP LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 

JAJARAN PENGURUS DPP LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 

RAPAT KOORDINASI DPP LPKAN INDONESIA  
DENGAN DPD LPKAN INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR 



DOKUMENTASI 

RAPAT KOORDINASI DPP LPKAN INDONESIA  
DENGAN DPD LPKAN INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR 



DOKUMENTASI 

JAJARAN DEWAN PENASIHAT. PEMBINA. PAKAR DAN PENGURUS HARIAN 
DPP LPKAN INDONESIA PADA RAPAT PIMPINAN NASIONAL LPKAN INDONESIA 

DI JAKARTA 



DOKUMENTASI 

JAJARAN DEWAN PENASIHAT. PEMBINA. PAKAR DAN PENGURUS HARIAN 
DPP LPKAN INDONESIA PADA RAPAT PIMPINAN NASIONAL LPKAN INDONESIA 

DI JAKARTA 



DOKUMENTASI 

JAJARAN DEWAN PENASIHAT. PEMBINA. PAKAR DAN PENGURUS HARIAN 
DPP LPKAN INDONESIA PADA RAPAT PIMPINAN NASIONAL LPKAN INDONESIA 

DI JAKARTA 



DOKUMENTASI 

DPD LPKAN PROVINSI DIY DIDAMPINGI DPP LPKAN 
BERSAMA DENGAN 

DINAS DIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 



DOKUMENTASI 

DPD LPKAN PROVINSI DIY DIDAMPINGI DPP LPKAN 
BERSAMA DENGAN 

DINAS DIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN  SURAT KEPUTUSAN DPD LPKAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH 
KEPADA 

DPD LPKAN PROVINSI JAWA TENGAH 
 



DOKUMENTASI 

PENYERAHAN  PROFIL LPKAN INDONESIA KEPADA 
DPD LPKAN PROVINSI JAWA TENGAH 

 



DOKUMENTASI 

RAPAT KONSOLIDASI DAN PENYERAHAN TUMPENG ACARA TASYAKURAN 
DPD LPKAN INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR 

YANG DIHADIRI KETUA UMUM DPP LPKAN INDONESIA 
 



DOKUMENTASI 

RAPAT KONSOLIDASI DAN PENYERAHAN TUMPENG ACARA TASYAKURAN 
DPD LPKAN INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR 

YANG DIHADIRI KETUA UMUM DPP LPKAN INDONESIA 
 



RAPIMNAS LPKAN INDONESIA 

DOKUMENTASI 



DOKUMENTASI 



RAPIMNAS LPKAN INDONESIA 

DOKUMENTASI 



DOKUMENTASI 

RAPIMNAS LPKAN INDONESIA 



DOKUMENTASI 



DOKUMENTASI 

PERTEMUAN DENGAN SEKJEN DPP PWOI (PERSATUAN WARTAWAN ONLINE INDONESIA)  
BP. HAYO WAKANO, SH. 



DOKUMENTASI 

FOCUS GROUP DISCUSSION BERSAMA LEMBAGA SURVEY INDONESIA (LSI) 



DOKUMENTASI 

FOCUS GROUP DISCUSSION BERSAMA LEMBAGA SURVEY INDONESIA (LSI) 



DOKUMENTASI 

FOCUS GROUP DISCUSSION BERSAMA LEMBAGA SURVEY INDONESIA (LSI) 



DOKUMENTASI 

KONSOLIDASI BERSAMA JENDRAL MUCHDI PR. MANTAN DANJEN KOPASSUS 



DOKUMENTASI 

KONSOLIDASI BERSAMA JENDRAL MUCHDI PR. MANTAN DANJEN KOPASSUS 



DOKUMENTASI 

KUNJUNGAN DPP LPKAN INDONESIA DAN DPD LPKAN INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR KE 
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 



DOKUMENTASI 

KUNJUNGAN DPP LPKAN INDONESIA DAN DPD LPKAN INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR KE 
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 



DOKUMENTASI 

SEMINAR INTERNASIONAL  
“PANCASILA DALAM TAMAN SARI PERADABAN DUNIA”  

BERSAMA GUBERNUR JAWA TIMUR 



DOKUMENTASI 

SEMINAR INTERNASIONAL  
“PANCASILA DALAM TAMAN SARI PERADABAN DUNIA”  

BERSAMA GUBERNUR JAWA TIMUR 



DOKUMENTASI 

SERAH TERIMA PETISI LUBER DAN JURDIL OLEH KETUA UMUM DPP LPKAN INDONESIA 
DIDAMPINGI OLEH DEWAN PEMBINA DPP LPKAN INDONESIA DAN SEGENAP PENGURUS DPP 

LPKAN INDONESIA SERTA BEBERAPA PERWAKILAN DARI 400 ELEMEN MASYARAKAT 



DOKUMENTASI 

SERAH TERIMA PETISI LUBER DAN JURDIL OLEH KETUA UMUM DPP LPKAN INDONESIA 
DIDAMPINGI OLEH DEWAN PEMBINA DPP LPKAN INDONESIA DAN SEGENAP PENGURUS DPP 

LPKAN INDONESIA SERTA BEBERAPA PERWAKILAN DARI 400 ELEMEN MASYARAKAT 



DOKUMENTASI 

SERAH TERIMA PETISI LUBER DAN JURDIL OLEH KETUA UMUM DPP LPKAN INDONESIA 
DIDAMPINGI OLEH DEWAN PEMBINA DPP LPKAN INDONESIA DAN SEGENAP PENGURUS DPP 

LPKAN INDONESIA SERTA BEBERAPA PERWAKILAN DARI 400 ELEMEN MASYARAKAT 



UNIFORM 



UNIFORM 



TERIMA KASIH 
 

PENUTUP 


